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ABSTRAK

Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang
bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penyelenggara
pemilu yang bersifat ad hoc merupakan bagian dari penyelenggara pemilu yang
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemillu mulai dari perencanaan,
pelaksaan sampal pada evaluasi maupun sampai pada tahap pertanggungjawaban
pelaksanaan pemilu. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar
putusannya memerintahlan pelaksanaan pemilu serentak yang akan dimulai pada
pemilu 2019. Pelaksanaan pemilu serentak ini mengakibatkan 1027 korban yang
diantaranya 144 mmeninggal dunia. Hal ini menunjukan secara jelas bahwa
lemahnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyelenggara pemiu
yang bersifat ad hoc. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini menjelaskan tentang
kedudukan dan perlindungan hukum kepada penyelenggara pemilu yang bersifat
ad hoc.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas naham hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Selanjutnya digunakan pendekatan historis, peraturan
perundang-undangan, dan konseptual.Bahan hukum diolah dan dianalisis secara
sistematis

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terhadap hubungan yang
terjadi antara penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang ad hoc belum
memiliki kepastian hukum baik kedudukannya maupun perlindungan hukum.
Terhadap kedudukan penyelenggara pemilu yang direkrut dari masyarakat dapat
menjelaskan tentang kedudukan mereka dalam hubungan dengan penyelenggara
pemilu yang bersifat tetap. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah kepastian
hukum terhadap hak-hak yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan hubungan kerja
antara kedua pihak. Dengan demikian maka keharmonisan dan pemunuhan akan
hak dan kewgjiban dari dua golongan penyelenggara pemilu ini mencerminkan
kepastian hukum.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memiliki banyak kelemahan,
diantaranya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan antara
hak dan kewgjiban. Ini merupakan sederet persoadan yang harus dibenahi untuk
menempatkan penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc pada semestinya.
Sehingga jaminan sosial, upah, waktu kerja, perlindungan atas ancaman atau
kekerasan menjadi wujud dari jaminan atas hak yang dapat diperoleh seorang
penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc.

Kata Kunci : Penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc, penyelenggara pemilu
yang bersifat tetap
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ABSTRACT

Election organizers rolled over two, namely permanent and ad hoc election
administrators. This was agreed to be mandated by law number 7 of 2017
concerning general elections. Election organizers that involve ad hoc are part of
the election administrators who are responsible for the administration of Pemilu,
from planning, implementation to evaluation and to the matters of accountability
for the holding of elections. After the ruling of the Constitutional Court which in
its ruling ordered the implementation of simultaneous elections which will begin
in the 2019 eections. The simultaneous election will begin in 1027 victims who
were issued 144 people died. This clearly shows that the legal protection given to
the applicant organizers who support ad hoc. Therefore, the purpose of this study
is to explain the position and legal protection of organizations that support ad
hoc.

The research method used is a normative legal research method. The legal
material used consists of primary legal understanding and secondary legal
material. Furthermore, it is used as a consideration, statutory regulations, and
conceptual . Legal materials are processed and analyzed systematically
The results of the study show that the relationship between the permanent and ad
hoc election organizers does not yet have a good legal certainty and legal
protection. With regard to the position of election administrators who are
recruited from the public, they can explain their position in relation to the election
organizers that are in force. Approved legal protection is legal certainty of rights
that can be obtained in a working relationship between the second party. Thus the
harmony and killing of the rights and obligations of these two groups of election
organizersreflects legal certainty.

Law No. 7 of 2017 concerning Elections has many weaknesses, satisfying
legal certainty, justice, benefits and balance between rights and obligations. This
is a series of discussions that must be addressed to place the election organizers
who require ad hoc as they should. With social security, wages, work time,
protection of approval or coverage of guarantees that can be obtained from the
holding of elections that support ad hoc.

Keywords. Organizers of ad hoc elections, election administrators who are still
bound
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